
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas 

dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.1 Namun belakangan ini, 

terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang 

kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka 

pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak 

fenomena ini.  

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami 

dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, 

terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang 

berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, 

pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada 

perkembangan kejahatan.2 Sederhananya, peraturan perundang-

undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku 

kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

kegiatan kejahatannya. 

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat 

adalah kejahatan penipuan. Penipuan  merupakan salah satu bentuk 

 
1C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2018, h. 346 
2Kartini Kartono, Patalogi Sosial Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 

27. 
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perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan 

yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum sebab dan akibat 

perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan 

penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh 

suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan 

tersebut.3 

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana 

terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi 

(menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang 

diberikan.4 Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat 

menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan 

yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana 

penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi 

pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan 

penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk 

menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, 

menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidah 

digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan 

sendiri.5 

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya 

dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan 

 
3 Ibid, h.29. 
4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada. 

Jakarta, 2017,  h. 31 
5 Ibid, h. 32. 



 3 

itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini 

dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan 

delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan 

kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (familie-diefstal). 

Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (vermogensdelicten) yang kurang 

lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), 

penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).6 

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah 

penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud 

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, 

baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat 

maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang 

supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan 

piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-

lamanya empat tahun.7 

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk 

dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat 

keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. 

Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam materieel delict artinya bahwa 

kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.8 

 
6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015, 

h. 27. 
7 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.42. 
8 R. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Sumur, 

Bandung, 2013, h. 81. 

http://www.suduthukum.com/search/label/hukum
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Berdasarkan pengertian di atas maka penipuan adalah tipu 

muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa 

terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya 

seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang 

seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah 

tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk 

menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, 

sedangkan meggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak 

diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan 

palsu agar orang yakin akan perkataanya. 

KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu 

proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang 

ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang 

penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu 

tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan 

hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya 

diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak 

pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat 

menemukan dan menentukan pelakunya.9  

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari 

siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah 

terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang 

 
9M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan 

dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.109. 



 5 

disangka melakukan tindak pidana tersebut.  Tindakan-tindakan pertama 

tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang 

pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti 

telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk 

dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang 

dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan 

dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah 

penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi 

penyidik. 

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. 

Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai 

sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan 

serangkaian tindakan penyidik dalam  hal dan menurut tata cara yang 

diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta  mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak  pidana yang 

terjadi guna menemukan tersangka. 

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan 

para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa 

tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
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dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana 

yang memadai untuk melakukan penyidikan.10 

Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian 

mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan 

menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan 

dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. 

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi : 

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian 

penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negri sipil tertentu yang di beri 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 

penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau 

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan 

tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.11 Menetapkan seseorang 

menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu 

paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar pekara 

 
10 Andi Hamzah, Op.Cit, h. 42. 
11 M. Yahya Harahap, Op.Cit,  h. 111. 
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sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang 

menjadi tersangka.12  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, 

ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat 

selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak 

pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan 

pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) 

maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih 

jauh mengenai tindak pidana penipuan dalam hukum acara pidana serta 

sanski apa yang diberikan kepada pelaku penipuan oleh aparat penegak 

hukum. 

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase 

Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN. 

Kisaran)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut  : 

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan 

proyek pembangunan drainase ? 

 
12 Ibid, h. 112. 
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2. Apakah hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek 

pembangunan drainase?  

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 

1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan 

pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase ?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan 

proyek pembangunan drainase. 

2. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek 

pembangunan drainase. 

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 

1193/Pid.B/2020/PN. Kisaran tentang tindak pidana penipuan 

pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase.  

 
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua 

kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana 

mengenai peranan penyidik trhadap tindak tindak pidana penipuan. 
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2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  

(polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta 

konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak 

yang terlibat dalam praktek  penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penipuan. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa 

penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak 

Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kepolisian 

Resort Batubara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan 

perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian 

tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu : 

1. Tesis Kristian Hutasoit, NIM : 140200318, mahasiswa Program 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Tahun 2018 dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-

Bna). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan 

secara online dalam perfektif hukum pidana positif di Indonesia ?  
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b. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana 

penipuan secara online ?  

c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan 

secara online (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda 

Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna ?  

2. Tesis Ruth Tora Suci Sihotang, NIM : 140200457, mahasiswa Program 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Tahun 2018 dengan judul : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Online Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan online ?  

b. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan online 

menurut KUHAPdan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?  

c. Bagaimana analisis penerapan hukum dalam perkara tindak pidana 

penipuan online dalam putusan No.22/Pid.sus/2017/PN.Pgp  

3.  Tesis Rainer Sendjaja, NIM : B 1111 2681, mahasiswa Program 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  Hasanuddin 

Makassar  Tahun 2018 dengan judul : Penyidikan Tindak Pidana 

Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum 
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Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Rumusan Masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli 

tiket pesawat on line di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi 

Selatan? 

b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak 

pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line  ? 

c. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penyidikan 

tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line  ? 

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan 

yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian  ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas 

masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan 

pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli 

baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan. 

 
F. Kerangka Teori dan Konsepsi 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori 

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang 

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
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butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak 

disetujui.13 

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa 

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji 

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan 

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas 

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas 

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.14 

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang 

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang 

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar 

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan 

dan menjelaskan fenomena yang diamati.15 

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan 

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, 

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, 

maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya 

penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak 

pidana penipuan. 

 
13M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 

80. 
14Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  UI Press, Jakarta, 2016, h. 

6. 
15Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2013, h. 34-35.  
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Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis16 dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Teori penegakan hukum. 

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini 

berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan 

kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

 Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan 

berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak absolutisme  

(kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi 

harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. 

Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-

undangan.17 

 Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara 

yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah : 

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat) 

2) Sistem konstitusional 

 
16 Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan 

panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap 
temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. 
Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum 
yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150. 

17 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 
2012, h. 90 
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3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) 

4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) 

6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara 
tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) 

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.18 
 

 Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui 

perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui 

landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal 

sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil 

simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 

di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat 

negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat 

bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan 

lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat 

aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.19 

 Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara 

hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Menjunjung tinggi hukum 
2) Adanya pembagian kekuasaan 
3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta 

remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya 
4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.20 

 

 
18 UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses  Amandemen UUD 1945 secara 

lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69 
19 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI,  Sinar Grafika,  

Jakarta, 2011, h. 2   
20 C.S.T Kansil, Op.Cit,  h. 91. 
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Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya  ciri-ciri negara 

hukum (rechtstaat) adalah : 

1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ 
legalitas 

2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  (HAM) 
3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, 

menjamin perlindungan HAM 
4) Adanya Peradilan Administrasi21 
 
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-

dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam 

aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, 

produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law 

enforcement.  

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 

serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas) memiliki agenda diantaranya : 

1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (legislation reform) 

2) Reformasi Peradilan (judicial reform) 

3) Reformasi aparatur penegak hukum (enforcement apparatur reform) 

4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (urgent 7 

strategic enforcement action) 

5) Menumbuhkan budaya taat hukum (legal culture reform) 

  Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk 

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan 

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap 

 
21Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,  

Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24 
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anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi 

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh 

masyarakat.22 

 Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan pergaulan  hidup23. Penegakan hukum tidak bisa 

terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa 

khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan 

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh 

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan 

penyitaan.24 

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak 

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut  “hukum”. Dalam 

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu : 

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai 
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam 

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu 
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk 
eksplisit suatu sumber kekuasaan 

 
22 Ibid, h. 55  
23Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5  
24 Ibid, h. 7 
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3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam 
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola 
perilaku yang baru.25 
 

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, 

merupakan ujung tombak agar terciptanya  tatanan hukum yang baik, 

guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan 

masyarakat dan kepentingan pribadi26. Kepentingan tersebut terlindungi 

apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik. 

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan 

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi 

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan 

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses 

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law 

illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement 

process)27.  

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana 

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini 

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut 

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.28 

 
25 C.S.T Kansil, Op. Cit, h. 12  
26Lili Rasjidi,  Hukum Sebagai Suatu Sistem,  Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 

123 
27 Ibid 
28 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55  
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Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum 

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan 

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum 

preventif  adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga 

agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan 

hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak 

hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif 

adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam 

usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada 

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem 

penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan 

oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang 

mempunyai aturannya masing-masing.29 

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa 

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan 

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu 

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus 

dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.30 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling 

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, 

 
29 Ibid, h. 77  
30Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, 

Bandung, 2012, h. 5 
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serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang 
beserta peraturan pelaksanaannya 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan 
hukum 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum 

4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu 
diterapkan 

5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari 
manusia dalam kehidupannya.31 

 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai 

tetapi dapat juga karena pelanggaran  hukum. Dalam hal ini hukum yang 

dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum 

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus 

selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Supremasi hukum harus dilaksanakan  sesuai dengan ungkapan “fiat 

justicia et pereat mundus” ( meskipun langit runtuh hukum harus 

ditegakkan).32 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 

dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum 

yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan 

hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan 

kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 

 
 31 Soerjono Soekanto,  Op. Cit, h. 3  
 32Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, h. 1 
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bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk 

penegakan hukum. 

 
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana. 

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal 

nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat 

atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar 

pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi rasa keadilan.33 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk 

menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain, 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan 

apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana dari tindak pidana 

yang telah dilakukannya.34 Sistem pertanggungjawaban pidana dalam 

hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah 

satu asas di samping asas legalitas. Kesalahan dalam arti sempit dapat 

berbentuk kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa).35 

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang 

pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban 

 
33Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana,  

Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16 
34Ibid, h.17. 
35Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012, 

h.58. 
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pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan 

merupakan jantungnya hukum pidana.36 Hal ini menunjukkan bahwa dasar 

dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam 

konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak 

pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula 

kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti 

pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak 

pidana.37 

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan 

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena 

perbuatannya itu.38 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan 

yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan 

yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil 

maupun hukum materiil.  

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang 

tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang 

melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. 

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu 

perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut 

 
36 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2011, h. 14. 
37E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h.161. 
38Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2012, h.33. 
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ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab 

maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.39 

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal 

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada 

dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu 

kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang 

melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka 

tentu akan dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun 

telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana. 

Asas yang tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, 

merupakan tentu dasar daripada dipidananya  pembuat.40 

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku 

pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan 

sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana 

apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat 

melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 

bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur 

yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab 

seseorang.41 

 
39Ibid, h.24. 
40Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua 

Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,  Aksaran Baru, Jakarta, 2013, h.10. 
41Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, 
h.67. 
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Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah 

asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar 

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai 

pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan 

yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang 

telah disepakati.42 

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang 

atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat 

diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan 

kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana 

tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana 

tersebut tidak berlaku surut.43 

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem 

pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP 

sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun 

kelalaian, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan sebagai 

kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh 

undang-undang. 44 

 
42 Ibid, h.69. 
43 Ibid, h.70. 
44 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.32. 
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Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai 

pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam 

pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan 

maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk 

memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain 

telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan 

yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan. Artinya, 

dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan 

hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban 

pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban.45 

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk 

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila 

perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut 

dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang 

adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan 

harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, 

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya 

terdakwa maka terdakwa haruslah : 

1) Melakukan perbuatan pidana; 

2) Mampu bertanggung jawab; 

3) Dengan kesengajaan atau kelalaian,  

 
45Hanafi Amran dan, Mahrus Ali, Op.Cit, h.52. 
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4) Tidak adanya alasan pembenar.46 

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, maka dapat 

diperhatikan pendapat dari ahli hukum pidana yang bernama Van Hamel, 

dimana beliau menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu 

keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 

3 (tiga) kemampuan: 

1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. 

2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan 

tidak dibolehkan. 

3) Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.47 

 
2. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis.48 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan 

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan 

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

 
46Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiama, Jakarta, 2011, h.75-

76 
47 Moeljatno, Op.Cit, h.153. 
48Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.   
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a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan 

komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk 

kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab 

permasalah. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat 

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.49 

b. Peranan adalah sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.50 

c. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam 

pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses 

pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut 

adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.51 

d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman). 

 
49WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2012, h. 10   
50 Sudarsono, Kamus Hukum,  Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.318. 
51Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan 

Permasalahannya, Alumni, Bandung , 2017, h. 54 
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Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi 

subjektif dan segi objektif: 

1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana 
adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, 
akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.  

2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang 
dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si 
pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. 
Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. 
Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang 
oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, 
memang ada unsur kesengajaan. 52 
 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang.  

2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu 
kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 
perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan 
yang melanggar ketentuan hukum.  

4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan 
hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.53 

 
e. Penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan 

terhadap harta benda.54 

 
G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana 

 
52Mahrus Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.96   
53Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.36 
54Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2016, h.28. 



 28 

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.55 Metode 

penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti 

gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian 

berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti 

lakukan”.56 

1. Jenis dan Sifat Penelitian. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  dan 

yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan 

norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan 

perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-

undang”57. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum 

yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal 

sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.58 Sedangkan 

pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang 

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 

lapangan yaitu tentang peranan penyidik trhadap tindak tindak pidana 

penipuan di Kepolisian Resort Batubara.   

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan 

 
55 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset,  Andi Offset, Yogyakarta, 2014,  h. 3 
56 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105 
57Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70 
58Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2018, 

h.10. 
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perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. 59 Tujuan 

dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi 

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat”.60 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

“mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan 

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui 

penerapannya dalam praktik”.61 

 
2. Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.  

Data sekunder terbagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer : 

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan 

asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. 

 
59Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 

2017, h. 41. 
60 Ibid, h. 42. 
61Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2018, h. 310 
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b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), 

jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum 

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, 

internet dengan menyebut nama situsnya.. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain 

sebagainya.62 

3. Teknik  Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data 

sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi 

penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah. 

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, 

pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan 

erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa 

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain. 

 
62 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,  Bumi 

Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16. 
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b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu menghimpun data dengan 

melakukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Resort 

Batubara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, 

yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam 

melakukan penelitian. 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa : 

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan 

membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis 

data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder 

tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan 

dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Kepolisian Resort Batubara. 

b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara 

sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. 

Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan 

evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada 

penelitian yang menggunakan teknik wawancara.63 

4.  Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga 

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk 

 
63 Johnny Ibrahim, Op. Cit., h.313. 



 32 

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori 

substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka 

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.64 

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan 

secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu 

dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang 

tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann 

hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan 

secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup 

penelitian.  

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif  dan analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka 

penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data 

yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan 

menguraikan atau menginterprestasikan hal-hal yang bersifat umum pada 

kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan 

yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu 

fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada 

suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan 

fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.65 

 

 
64 Zainuddin Ali, Op.Cit, h.105 
65 Syarifudin Anwar, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h. 

40. 


